PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:2/ 9 /PBI/2000

TENTANG

SERTIHKAT WADIAH BANK INDONES A

GUBERNUR BANK INDONESA,

Menimbang . a bahwa dengan berkembangnya bank yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan daam
rangka pelaksanaan pengendalian moneter, maka perlu
diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip
syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk
menetapkan ketentuan mengenai  Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
L embaran Negara Nomor 3790);



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESA TENTANG
SERTIHKAT WADIAH BANK INDONESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagamana dimaksud daam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di
kantor pusat bank konvensional yang berfungs sebagai kantor induk dari kantor
cabang syariah,

3. Wadiah ...



3. Wadiah adadlah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak
penerimatitipan yang dipercaya untuk menjaga danatersebut;

4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya dissbut SWBI,
adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana
berjangka pendek dengan prinsip Wadiah;

5. Pusat Informas Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah
sistem otomasi yang menyediakan informas pasar uang yang diatur oleh Bank
Indonesia.

BAB I
KARAKTERISTIK, JUMLAH DAN
JANGKA WAKTU PENITIPAN DANA
Pasal 2

(1) Bank Indonesia dapat menerima penitipan dana dari Bank atau UUS dengan
menggunakan prinsip Wadiah.

(2) Sebagai  bukti penitipan dana sebagamana dimaksud daam ayat (1), Bank
Indonesia menerbitkan SWBI.

(3) Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang diperhitungkan pada saat jatuh waktu.

Pasal 3 ...



Pasal 3

(1) Jumlah dana yang dapat dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

(2) Penitipan dana di atas Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) hanya dapat
dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Jangka waktu penitipan dana ditetapkan 1 (satu) minggu, 2 (dua) minggu, dan 1
(satu) bulan yang dinyatakan dalam hari.

Pasal 5

Perubahan jangka waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dadam Pasa 4
ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB Il
TATA CARA PERMOHONAN DAN
PENYELESAIAN TRANSAKS PENITIPAN DANA

Pasal 6

Kegiatan penitipan dana dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dari pukul
08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.




(1)

(2)

Pasal 7

Bank atau UUS menggukan permohonan penitipan dana melalui Reuters

Monitoring Dedling System (RMDS)/faksimili/telepon yang ditegaskan

dengan faksimili, atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

kepada

a Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operas Pasar Uang, Bank
Indonesia, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang
berkantor pusat di wilayah Jabotabek;

b. Direktorat Pengelolaan Moneter c.g. Bagian Operas Pasar Uang, Bank
Indonesia, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, melalui Kantor Bank

Indonesia setempat bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar
wilayah Jabotabek.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditegaskan secara
tertulis dengan Surat Penegasan Transaks Penitipan dana (SPTP) sebagaimana
contoh dalam lampiran 1, dan disampaikan selambat-lambatnya pukul 15.00
WIB.

Pasal 8

(1) Dadam ha Bank Indonesa menyetujui permohonan penitipan dana

sebagaimana diatur daam Pasad 7 ayat (1), Bank Indonesa akan
memberitahukan kepada Bank aau UUS yang permohonannya disetujui
melalui  RMDS, telepon yang ditegaskan dengan faksimili atau sarana lain
selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

(2) Bark...



(2) Bank Indonesia akan mengumumkan secara luas jumlah keseluruhan penitipan
dana menurut jangka waktu pelaksanaan transaks melalui PIPU, Reuters atau
Telerate selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pasal 9
(1) Penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerjayang sama.
(2) Penydesaian transaks penitipan dana bagi Bank atau UUS yang

permohonannya disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebet
rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebesar nilai titipan.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN
JATUH WAKTU PENITIPAN DANA

Pasal 10

(1) Pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit
rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebesar nilai titipan dana.

(2) Ddam ha Bank Indonesia memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada
saat jatuh waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud daam Pasal 2 ayat
(3), maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro bank sebesar nilai
bonus yang besarnya diatur dalam ayat (3) dan ayat (4).

(3) Daam ...



(3) Ddam ha Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS

(4)

yang menitipkan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan
menggunakan acuan tingkat indikas imbalan Pasar Uang Antarbank
berdasarkan pringp Syariah (PUAS) yang merupakan ratarata tertimbang
tingkat indikas imbalan Sertifikat Investas Mudharabah Antarbank (Sertifikat
IMA) yang terjadi di PUAS, padatanggal penitipan dana.

Dalan ha data mengena tingkat indikas imbalan PUAS sebagaimana
dimaksud daam ayat (3) tidak tersedia pada hari penitipan dana, maka
besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikas
imbalan PUAS terakhir yang terjadi atau ratarata tingkat imbalan deposito
investas Mudharabah sebelum didistribuskan pada bulan sebelumnya dari
seluruh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan
UUS.

Pasal 11

Pelaksanaan pendebetan rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 ayat (2) dan pengkreditan rekening giro
Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2), diatur sebagai berikut:

a) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor

Pusat Bank Indonesia, J. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110;

b) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek dilakukan oleh

Kantor Bank Indonesia setempat.

BABV ...



BABV
SANKS

Pasal 12

(1) Dalam ha saldo rekening giro Bank atau UUS tidak mencukupi untuk
menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka
transaks penitipan dana dibatalkan.

(2) Atas pembatalan transaks penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Bank atau UUS dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

(3) Daam ha terjadi pembatalan transaksi penitipan dana karena saldo rekening
giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian
transaks penitipan dana lebih dari 2 (dua) kali daam kurun waktu 6 (enam)
bulan, maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya terhadap Bank atau
UUS dikenakan sanks sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan dikenakan
pula sanks kewajiban membayar sebesar 1 °/,, (satu permil) dari kekurangan
penitipan dana.

Pasal 13

(1) Bagi Bank atau UUS yang mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu tidak
diberikan bonus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2) Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1), terhadap Bank atau UUS yang
mengambil titipan dana sebelum jangka waktu penitipan berakhir, dikenakan
biaya administrasi:

a sebesar ...



a sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jumlah titipan dana
sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jumlah titipan dana di
atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampa dengan
Rp 500.000.000.000,00 (limaratus miliar rupiah);

C. sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk jumlah titipan di
atas Rp 500.000.000.000,00 (limaratus miliar rupiah).

BAB VI ...
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku padatanggal 1 Maret 2000.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 23 Februari 2000

GUBERNUR BANK INDONES A

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 24
DPM
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:2/ 9 /PBI/2000

TENTANG

SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA

. UMUM

Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai perbankan syariah yang termuat
dadam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dewasa ini telah berdiri beberapa
bank syariah di Indonesia. Diharapkan agar perbankan yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut dapat meningkatkan mobilisas dana dan
potensi ekonomi masyarakat secara optimal.

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam
rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan operas pasar terbuka, yaitu
menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank
konvensional. Dengan berkembangnya bank syariah maka pengendalian moneter
dapat diperluas meaui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah.

Agar operas pasar terbuka berdasarkan prinsp syariah dapat dilaksanakan,
maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip Syariah dalam
bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat pula menjadi sarana
penitipan danajangka pendek oleh Bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

1. PASAL ...
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Butir 1 sampai dengan 5
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas




Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
PUAS adaah kegiatan investas jangka pendek dalam rupiah antar
pesertapasar berdasarkan prinsip Mudharabah.
Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana
untuk mendapatkan dana dengan prinsp Mudharabah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3937
DPM
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Lampiran 1 Peraturan Bank IndonesiaNomor 2/ 9 /PBI/2000 tanggd 23 Februari 2000

Lampiran1

SURAT PENEGASAN TRANSAKS PENITIPAN DANA (SPTP)

No. :
Lamp

Kepada
Bank Indonesa
J. M.H. Thamrin No. 2

1.1 JAKARTA 10110

1.1.1 Up. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter

Perihd : Penegasan Transaks Penitipan Dana SWBI

Dengan ini kami menegaskan transaks SWBI sebagal berikut:



217 -

Nomind (juta Rp) Jangka Waktu Jatuh Waktu
Jumlah: Rp
Demikian penegasan kami.
PT.Bank ........cceevnne
Materai,

Tanda tangan

Keterangan:
Surat penegasan ini disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.




